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KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan diharapkan arah kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuanInspektorat Kabupaten Sumenepdan harapan stakeholder lainnya.
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021 – 2026, disusun mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penyempurnaan rancangan awal Renstra PD dengan mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Inspektorat Kabupaten Sumenep memiliki sasaran berupa  Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting sesuai dengan misi 3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”  yang harus dicapai pada kurun waktu lima (5) tahun kedepan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang dimiliki.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) InspektoratDaerah Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dari dua dokumen perencanaan InspektoratDaerah yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Renstra InspektoratDaerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang, bidang urusan perencanaan, dan bidang urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Inspektorat.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2021–2026 Inspektorat Kabupaten Sumenep mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sumenep dan memperhatikan Renstra Kementerian Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renstra Inspektorat Kabupaten Sumenep tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar  1

Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA PD

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Renstra Inspektorat disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Subtansi kebijakan, program dan Indikator Kinerja pemerintah daerah yang ada dalam RPJMD Tahun 2021-2026,  merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Inspektorat yang ada pada Renstra tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, demi terwujudnya visi Kabupaten Sumenep yaitu “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah setidaknya melalui 3 tahap utama yaitu :

a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra disingkronkan dengan Rancangan Awal RPJMD, hasil Forum Perangkat Daerah dan hasil verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga terbentuklha Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

b. Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disingkronkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diverifikasi oleh BAPPEDA sehingga terbentuklah Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
c. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lima tahunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Untuk itu maka Rencana Strategis Inspektorat harus selaras dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Hal ini disebabkan Rencana Strategis perngakat daerah merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD dalam bentuk kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

2. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Tentunya terdapat beberapa program strategis nasional yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep. Hal ini harus selaras dengan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam hal ini urusan sosial dan urusan pemerintahan umum. Untuk itu maka Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumenep harus selaras dengan Rencana Strategis kementerian dimaksud.

3. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis InspektoratProvinsi Jawa Timur.
Walaupun secara kelembagaan merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumenep, tetapi secara teknis, Inspektorat tetap bertanggung jawab kepada perangkat daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka harus ada singkronisasi antara Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan Rencana Strategis perangkat daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.
Penataan ruang merupakan salah satu kewajiban pemerintah kabupaten. Untuk itu maka Inspektorat Kabupaten Sumenep harus melaksanakan pulafungsi penataan ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga rencana strategis harus selaras dengan implikasi program Rencana tata Ruang Wilayah

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk melaksanakan 17 tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development yang diwujudkan dalam penyelarasan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perangkat daerah dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa kegiatan terkait tugas dan fungsi Inspektorat yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu maka sudah sewajarnya bahwa program dan kegiatan dalam rencana strategis selaras dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026.
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sumenep disusun secara simultan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk jangka waktu lima tahunan. 

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);lik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 927);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar PElayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoesian Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

43. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Inspektorat pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026  adalah:

a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
b. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan  menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Inspektorat;

c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah :
1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Inspektorat.

2. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan.

3. Menjamin Konsistensi Program dan Kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan.

4. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat.

5. Menentukan strategi, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra InspektoratKabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan RPJMD, Renstra Kementerian Dalam, serta Renstra inspektorat Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tugas, fungsi dasar hukum dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep. Selain itu juga menjelaskan secara ringkas tentang sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha Inspektorat Kabupaten Sumenep. Demikian pula mengemukakan tingkat capaian (indikator) kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep berdasarkan capaian indikator Renstra periode 2016-2021, standar pelayanan minimal serta indikator strategi pembangunan lintas sektor serta peluang dan tantangan pengembangan layanan Inspektorat  Kabupaten Sumenep.

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat kabupaten Sumenep, telaah visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah rencana strategis kementerian terkait, telaah rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta juga penentuan isu-isu strategis.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Merumuskan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merumuskan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disingkronkan dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD.

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Ada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenepdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. PENUTUP
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerjadan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/ atau gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaankoordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupatiterkait  dengan  tugas  dan fungsinya.
Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pengawasan.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

· Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
· Melakukan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektorat;

· Perencanaan program pengawasan;
· Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

· Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, dan
· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Inspektorat Kabupaten Sumenep terdiri dari Sekretariat dan lima Inspektur Pembantu. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep terdiri atas: 

a. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
3. Sub Bagian Administrasi Umum, Kearsipan dan Keuangan;.

b. Inspektorat Pembantu I
c. Inspektorat Pembantu II
d. Inspektorat Pembantu III
e. Inspektorat Pembantu IV
f. Inspektorat Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

2.2.1.1. Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya hingga akhir September 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No
	Pendidikan
	Orang

	1.
	Pegawai Negeri Sipil
	62

	2.
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	1

	
	Total
	63


Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep 

Berdasarkan Kualikasi Pendidikan

	No
	Pendidikan
	PNS
	Jml
	PPPK
	Jml

	
	
	Laki
	Pr
	
	Laki
	Pr
	

	1.
	S2
	13
	5
	18
	-
	-
	-

	2.
	S1/D4
	19
	12
	31
	-
	1
	-

	3.
	D3
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	4.
	SMA/Sederajat
	8
	3
	11
	-
	-
	-

	5.
	SD
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	Total
	42
	20
	62
	-
	1
	1


2.2.2. Sarana Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat  telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Inspektorat Kabupaten Sumenep sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada INSPEKTORAT
Kabupaten Sumenep Tahun 2021

	JENIS PERALATAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	Bangunan Gedung Kantor
	1
	Baik

	Kendaraan Dinas Roda Empat
	6

2
	Baik

Kurang Baik

	Kendaraan Dinas Roda Dua
	15

10
	Baik

Kurang Baik

	Alat Studio Dan Alatkomunikasi
	2
	Baik

	Perpustakaan
	1
	Baik

	Jaringan
	2
	Baik


Sarana  dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja InspektoratKabupaten Sumenep. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sumenep secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2016-2020).

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sumenep pada tahun 2016-2020 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021. Penetapan target kinerja tersebut dilakukan menunjukkan kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep di dalam pemenuhan layanan SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
	TABEL T-C.23

	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

	INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	Fungsi NSPK
	Fungsi IKK
	Fungsi Indikator Lainnya
	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
	Realisasi Capaian Tahun
	Rasio Capaian pada Tahun

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP
	 
	 
	 
	20%
	70%
	70%
	80%
	90%
	35%
	50%
	80%
	85%
	90%
	175%
	71%
	114%
	106%
	100%

	2
	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
	 
	 
	 
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%
	76%
	76%
	77%
	95%
	97%
	101%
	95%
	90%
	106%
	102%

	3
	Prosentase tindak lanjut terhadap temuan APIP
	 
	 
	 
	82%
	84%
	87%
	90%
	95%
	85%
	86%
	89%
	90%
	95%
	104%
	102%
	102%
	100%
	100%

	4
	Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani
	 
	 
	 
	70,00%
	90%
	85,00%
	85,00%
	95,00%
	72%
	74%
	76%
	46%
	95%
	103%
	82%
	89%
	54%
	100%

	5
	Prosentase peningkatan cakupan pengawasan
	 
	 
	 
	90%
	80%
	95%
	95%
	95%
	92%
	93%
	106%
	90%
	100%
	102%
	103%
	112%
	95%
	105%

	6
	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B
	 
	 
	 
	50%
	Level 2
	85%
	90%
	90%
	55%
	80%
	100%
	100%
	80%
	110%
	100%
	118%
	111%
	89%

	7
	Kapabilitas APIP Level 3
	 
	 
	 
	Level 1
	Level 2
	Level 2
	Level 2
	Level 3
	Level 1
	Level 2
	Level 2
	Level 2
	Level 3
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



	TABEL T-C.24

	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

	INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uraian
	Anggaran pada Tahun
	Realisasi Anggaran pada Tahun
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Anggaran
	Realisasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
	 
	- 
	 100.000.000,00 
	443.156.000 
	326.985.000,00 
	- 
	- 
	 95.840.200,00 
	397.217.855 
	237.532.553 
	 
	 
	 
	90%
	73%
	-2621%
	-4020%

	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	 
	 
	 100.000.000,00 
	435.715.000
	275.892.500,00 
	 
	 
	 95.840.200,00 
	394.482.355
	186.462.553 
	 
	 
	 
	91%
	68%
	-3668%
	-5273%

	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian
	 
	 
	 
	7.441.000 
	51.092.500,00 
	 
	 
	 
	2.735.500 
	51.070.000 
	 
	 
	 
	37%
	100%
	58663%
	176693%

	PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	 
	 
	 
	17.579.000 
	18.840.000,00 
	 
	 
	 
	16.812.000 
	18.817.500 
	 
	 
	 
	96%
	100%
	717%
	1193%

	Penyusunan Laporan Keuangan
	9.177.200,00
	 
	 
	12.068.000
	12.506.500,00 
	 9.120.000,00 
	 
	 
	11.557.500
	12.489.500 
	 
	 
	 
	96%
	100%
	363%
	806%

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	5.511.000
	6.333.500,00 
	 
	 
	 
	5.254.500
	6.328.000 
	 
	 
	 
	95%
	100%
	1492%
	2043%

	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
	2.137.011.600
	1.412.723.250 
	 
	1.859.025.750
	2.227.603.304,00 
	2.135.160.625 
	1.331.053.000 
	 
	1.648.265.534
	1.697.529.704 
	 
	 
	 
	89%
	76%
	1983%
	299%

	Pengawasan Internal OPD
	 
	 
	 
	1444387950
	1.538.897.700,00 
	 
	 
	 
	1.287.722.834
	1.164.068.450 
	 
	 
	 
	89%
	76%
	654%
	-960%

	Reviu, Monitoring dan Evaluasi
	 
	 
	 
	378.427.800
	634.103.104,00 
	 
	 
	 
	325.853.700
	510.238.254 
	 
	 
	 
	86%
	80%
	6756%
	5659%

	Pelaksanaan Zona Integritas
	 
	 
	 
	36.210.000 
	54.602.500,00 
	 
	 
	 
	34.689.000 
	23.223.000 
	 
	 
	 
	96%
	43%
	5079%
	-3305%


Penjelasan:

Dari tahun 2019 hingga tahun 2020 rasio capaian anggaran keuangan dari semua program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat dikatakan cukup baik atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program masih ada ditingkat rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%). untuk rata-rata pada tahun 2019 mencapai 86.3%, rata-rata pada tahun 2020 mencapai 81.5%, sedangkan rata-rata belanja daerah dari tahun 2019-2020 mencapai 83.9%, semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada beberapa faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%, diantaranya :

1. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa;

2. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan;

3. Refocusing anggaran akibat adanya pandemi.

Faktor tersebut diatas merupakan hal yang bersifat non teknis, sehingga tidak mengganggu kinerja program dan kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangan pelayanan kedepan terkait dengan penyelenggaraan pengawasan yang dinamis akibat adanya perkembangan global diberbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tantangan terberat Inspektorat saat ini adalah bagaimana mendeteksi risiko yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan dan program yang sudah dicanangkan di sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih, untuk kemudian mengantisipasi risiko tersebut dengan cara yang paling efektif , ekonomis, dan efisien. Keberhasilan pekerjaan audit akan sangat tergantung pada bagaimana lembaga pengawasan ini dapat dikelola dengan baik. Adanya tantangan ini merupakan titik tolak untuk setiap pimpinan atau kepala Inspektorat untuk mampu mengelola organisasi fungsi pengawasannya dengan efektif.

Menyadari akan hal tersebut, penting bagi pimpinan atau kepala Inspektorat untuk dapat mentransformasi peran dari fungsi pengawasan Inspektorat, di antaranya melalui:

· Pemantapan status dan kedudukan organisasi fungsi pengawasan Inspektorat yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah.

· Penyusunan perencanaan pekerjaan audit yang efektif, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah.

· Peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme para auditor di lingkungan Inspektorat, yaitu agar peran aktifnya sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat ditingkatkan dan diwujudkan dengan berhasil.

· Peningkatan hubungan dan koordinasi pekerjaan audit dan fungsi pengawasan dengan auditor eksternal (misal: BPK) dan Perguruan Tinggi terutama berkaitan dengan peran Inspektorat untuk mereviu laporan keuangan daerah dan penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, serta untuk meningkatkan pengetahuan berbagai fungsi yang ada di pemerintahan daerah.

· Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para auditi di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.

· Sosialisasi dan promosi mengenai arti penting dan arah strategi dari Inspektorat sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil.

· Penciptaan iklim kerja yang konstruktif di lingkungan fungsi pengawasan Inspektorat dan budaya kerja yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang konkrit, antara lain melalui pembangunan citra fungsi pengawasan Inspektorat dan pembangunan organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia (auditor) sehingga mampu memberikan nilai tambah, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai usaha ini tentunya harus dimulai melalui penyusunan rencana kerja Inspektorat yang mengacu pada rencana strategis dan kerja pemerintahan daerah serta didukung oleh berbagai upaya perbaikan dan peningkatan pengelolaan fungsi pengawasan Inspektorat yang efektif. Diharapkan Inspektorat dan seluruh pejabat pengawasnya mengikuti terus perkembangan dan arah aktivitas kegiatan dan penyelenggaraan program yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep. 

Bagaimana menerapkan kondisi paradigma peran baru auditor internal di lingkungan Inspektorat? Dewasa ini, dengan berlakunya otonomi daerah, setiap daerah dapat mengatur sendiri daerahnya dan tidak tergantung lagi kepada pusat. Hal ini tentu membawa suatu konsekuensi yang berat bagi setiap kepala daerah, yaitu berupa semakin besarnya tanggung jawab untuk mengelola daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dalam kenyataannya, banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Untuk mewujudkan peran Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting, auditor Inspektorat Kabupaten Sumenep dituntut memiliki integritas dan profesional dalam melaksanakan tugas berat yang dipikulnya. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

· Para auditor atau pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep dituntut agar selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang pengawasan utamanya terkait Teknologi Informasi guna menjawab permasalahan yang semakin kompleks.

· Dalam pelaksanaan pekerjaan penugasan di lapangan, para auditor Inspektorat harus lebih mengutamakan pencapaian hasil dan manfaat pelaksanaan kegiatan daripada sekedar hanya melihat outputnya.

· Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko perlu digiatkan agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif dan dapat secara maksimal memanfaatkan segenap sumber daya.

· Harus diperoleh komitmen yang tegas dan kontinyu dari pimpinan atau kepala daerah serta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah, yaitu mengenai status, kedudukan, fungsi dan peran Inspektorat di lingkungan pemerintah sebagai instansi dari struktur organisasi di pemerintahan daerah yang melakukan pembinaan (APIP).

· Setiap pejabat pengawas atau auditor Inspektorat memiliki tugas berat agar selalu menunjukkan nilai etika, integritas, dan komitmen mengawal good governance di Kabupaten Sumenep. Bahkan sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah, Inspektur harus menjadi role model dan sekretaris Inspektorat menjadi agen perubahan.

· Setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen agar terbuka dengan masukan dari Inspektorat dan bersedia untuk menindaklanjuti temuan dalam rangka untuk perbaikan kegiatan dan program di masa datang.

Adapun peluang yang dimanfaatkan Inspektorat untuk menjalankan visi misi bupati terpilih antara lain: 
a. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit pengawasanInspektorat Kabupaten Sumenep;

b. Mendapatkan dukungan dari Bupati terhadap pelaksanaan tupoksi Inspektorat;
c. Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong ke arah transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;

d. Memungkinkannya untuk dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan program pencegahan dan pemberantasan korupsi;
e. Tingkat keterbukaan serta semakin banyaknya PD dalam melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah urusan pengawasan, tentu akan dijumpai beberapa permasalahan, Untuk itu maka perlu dilakukan identifikasi dan perumusan permasalahan perangkat daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagaifaktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja perangkat daerahdimasalalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu halini juga bermanfaat dalam memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan perangkat daerah.

Tugas Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal tersebut guna mewujudkan Good Governance yang menjadi tuntutan utama dari masyarakat. Semakin tingginya tuntutan masyarakat mengharuskan Inspektorat semakin meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, pengembangan kemampuan personil (SDM) dengan berbagai jenis Diklat / Bintek, Pengembangan Teknologi Pengawasan guna mengeliminir permasalahan – permasalahan strategis yang dihadapi. 
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sampai sekarang ini pada kenyataannya tidak bisa terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis yang berpengaruh pada berbagai kondisi kehidupan masyarakat dan bernegara. Lingkungan strategis tersebut dapat berdampak menimbulkan situasi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan semakin kuat pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pembinaan dan pengawasan kedepan akan semakin berat. 

Berikut ini identifikasi permasalahan yang disajikan dalam hirarki permasalahan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Sedangkan akar masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebihrinci.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah
	MASALAH POKOK
	MASALAH
	AKAR MASALAH
	Faktor-faktor yang mempengaruhi

	
	
	
	Internal
	Eksternal

	Akuntabilitas kinerja belum memadai 
	Kesesuaian antara perencanaan sampai pengukuran kinerja.
	Pemahaman terhadap AKIP masih belum optimal;
	Komitmen

OPD
	Aturan akuntabilitas yang sering mengalami perubahan

	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh OPD selaku Objek Pemeriksaan masih rendah;


	Temuan pemeriksaan belum maksimal ditindaklanjuti
	Kurangnya kesadaran OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.
	Kurangnya tenaga penagih tindak lanjut yang kompeten.
	Rendahnya kualitas SDM OPD 

	
	
	Kerancuan/kebingungan OPD menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
	
	

	
	
	Teknik penagihan tindak lanjut kurang optimal
	
	

	Masih adanya temuan bersifat kepatuhan dan SPI dari pemeriksa eksternal (BPK)
	Temuan fisik dan keuangan pemeriksaan Inspektorat kurang handal
	Terbatasnya tenaga Auditor (kualifikasi pendidikan teknik sipil dan akuntansi);
	Formasi auditor investigasi belum terpenuhi
	Kuota Bimtek Investigasi sangat terbatas.

	
	Banyaknya OPD yang tidak diperiksa
	Luasnya cakupan pemeriksaan
	Kurangnya jumlah SDM pemeriksa.
	Luasnya wilayah pemeriksaan OPD di kepulauan

	
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan
	Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan masih kurang memadai;
	Terbatasnya penerimaan CPNS formasi auditor dan fungsional lainnya
	Kuota Diklat Pembentukan Auditor ahli dan penjenjangan auditor masih terbatas.

	Banyaknya temuan indisipliner PNS
	Belum optimalnya pengawasan melekat serta pembinaan secara intensif terhadap PNS yang dilakukan oleh atasan langsung.
	PNS bekerja tidak sesuai kompetensinya.
	Kurang cakapnya pimpinan OPD melaksanakan pengawasan melekat
	Wilayah geografis Kabupaten Sumenep yang tersebar daratan dan kepulauan

	Penerapan SPIP belum optimal
	Unsur-unsur SPIP belum dilaksanakan sepenuhnya
	Pemahaman OPD terhadap SPIP masih kurang.
	Kurangnya kompetensi SDM OPD
	Kurangnya sosialisasi dari instansi pembina SPIP 


Berdasarkan hal tersebut, maka telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat, yaitu : 

1. Rendahnya penerapan SPIP di OPD Pemerintah Kabupaten Sumenep
Adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi OPD, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu: 

a. Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. 

b. Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : 

1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; 

2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

2. Sumber daya pengawasan belum memadai. 

Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Apalagi saat ini baru terdapat Pejabat Fungsional Auditor dalam jumlah yang kurang memadai dan belum ada Pejabat Fungsional P2UPD. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang akuntabel, memiliki jiwa teamwork, perfect dan inovatif maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara transparan dan profesional. 

Kondisi sarana dan prasarana yang ada juga belum memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan secara optimal ditengah tuntutan dan harapan yang begitu tinggi terhadap kinerja Inspektorat. Terwujudnya kondisi sarana dan prasarana yang ideal merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. 

3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu. 

4. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. 

5. Jangkauan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada seluruh OPD masih kurang optimal.
6. Meningkatnya aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang ada. 

Adapun dalam pelaksanaan tugas pengawasan terdapat beberapa point yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2016-2021 :
1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan SAP;
2. Perluasan zona integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
3. Monitoring Center for Prevention (MCP);
4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;
5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Audit Kinerja.
3.2   Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep
Berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalamRPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, maka permasalahan diatas dijabarkan faktor penghambat dan faktor pendorongnya sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep, sebagaiberikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sumenep terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep
	No
	Visi, Misi Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep
	Permasalahan
Pelayanan SKPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Visi

Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera

	
	Misi 3 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat
	Terdapat beberapa pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti
	OPD terlambat melakukan respon secara profesional terhadap pengaduan masyarakat
	OPD sanggup menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat

	
	
	OPD dinilai lambat dalam memberikan pelayanan
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku
	Tersedianya sarana teknologi komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan mediasi sementara


Pelaksanaan urusan pengawasan terkait dengan misi 3 Bupati Sumenep yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya adalah Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan dengan indikator kinerja daerah sebagai indikator sasaran adalahTingkat Maturitas SPIP dan Opini atas Audit BPK.
3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Rencana Strategis InspektoratProvinsi JawaTimur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini InspektoratJenderal. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Inspektorat Jenderal sangat berpengaruh terhadap kebijakan Inspektorat di provinsi. Sasaran Indikator Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Inspektorat Jenderal juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Provinsi. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di InspektoratProvinsi Jawa Timur terkait Sasaran Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel. 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian / Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
	Sasaran Kementerian / Lembaga
	Sasaran Perangkat Daerah Provinsi JawaTimur
	PermasalahanPelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
	Faktor Penghambat
	Faktor Pendorong

	
	
	
	
	

	-
	1. Meningkatnyaakuntabilitas keuanganSKPD di LingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur

2. Meningkatnyaakuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3. Meningkatnya kinerja Pemerintah Kab./Kota di Jawa Timur

4. MeningkatnyaKetaatan PelaporanUnit PengendaliGratifikasi yangmelapor tepat waktu.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Meningkatnyakualitaspemerintahanyang bersihmelalui penilaianmaturitas SPIP

7. Meningkatnya nilailevel kapabilitasAPIP padaInspektorat
8. Inspektorat
9. melapor tepat waktu
	1. Adanya pandemi Covid-19

2. Hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti
3. Terbatasnya tenaga pemeriksa.
4. Sarana kurang memadai
5. Kurangnya pengawasan melekat

	1. 
Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terhalangnya pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan;

2.
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh OPD selaku Objek Pemeriksaan masih rendah;

3.
Terbatasnya tenaga Auditor (kualifikasi pendidikan teknik sipil dan akuntansi);

4.
Terbatasnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan;

5.
Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan masih kurang memadai;

6.
Belum optimalnya pengawasan melekat serta pembinaan secara intensif terhadap PNS yang dilakukan oleh atasan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan;
	1.
Melakukan refocusing pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat guna menghindari semaksimal penyebaran Covid-19;

2.
Mengadakan monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja / Objek Pemeriksaan;

3.
Mengajukan usulan pengangkatan/rekrutmen tenaga auditor baru sesuai kebutuhan;

4.
Mengirimkan personil aparat pengawasan pada Diklat, Workshop, maupun In House Training sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks ;

5.
Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan;

6.
Perlu peningkatan pengawasan serta pembinaan secara intensif oleh atasan langsung sehingga dapat meminimalisir penyimpangan / pelanggaran .


3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Seiring dengan visi dan misi bupati terpilih untuk meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting dalam rangka terselenggaranya good governance, mengharuskan Inspektorat menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang dan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini:
1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
Atas hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Hal ini memerlukan kerja keras agar predikat WTP terus dipertahankan dengan mengawal OPD untuk mempertahankan dan meningkatkan penyajian laporan keuangan yang handal.
2. Perluasan zona integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta visi “SUPERMANTAP” Bupati Sumenep periode 2016-2021, Inspektorat mengemban salah satu unsur penguatan aksikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan perluasan zona integritas wilayah  birokrasi bersih melayani (WBBM) yang menjadi fokus Inspektorat pada masa yang akan datang.
3. Monitoring Center for Prevention (MCP); 
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. MCP meliputi 8 area intervensi yaitu manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. MCP lebih menkankan pencegahan daripada upaya penindakan, dengan demikian diperlukan penguatan peran Inspektorat selaku APIP yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah.
4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;
Perbaikan tata pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilita dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diimplementasikan secara self assesment (penilaian mandiri) oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab mengawal PD untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan LAKIP yang handal sehingga mampu membawa Kabupaten Sumenep mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
Temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK-RI merupakan sebuah kewajiban yang harus ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan memiliki peran penting dalam mengawal suksesnya pelaksanaan tindak lanjut ini secara teknis. Keberhasilan dalam menindaklanjuti temuan kerugian daerah merupakan salah satu kriteria dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualisn (WTP).
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Misi Bupati Sumenep 2021-2026 yang harus di dilaksanakan dan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah Misi yang ke 3 “meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif”.

Gambar 3 : 
Cascading Misi 3 pada RPJMD Inspektorat Kabupaten Sumenep
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Guna mewujudkan Misi Bupati Sumenep tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Penyelenggaraan  SPIP
4.1.2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan di atas, adalah Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting.
Selanjutnya, Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 5 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan gambar sebagai berikut :

Gambar 4 : 
Cascading Inspektorat Kabupaten Sumenep
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Adapun keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat  Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 5 : 
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Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Tahun 2021-2026

Tabel 4.1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026

	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

	RPJMD
	RENSTRA

	Tujuan Kepala Daerah
	Indikator Tujuan Kepala Daerah (IKU)
	Sasaran Kepala Daerah
	Indikator Sasaran Kepala Daerah (IKD)
	Tujuan Renstra
	Indikator Tujuan Renstra
	Sasaran Renstra
	Indikator Sasaran Renstra

	Tata Kelola Pemerintahan Yang

Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabiel Dan

Transparan
	Nilai SAKIP
	meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Penyelenggaraan  SPIP
	Nilai SAKIP
	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting
	· Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP

	
	
	
	Tingkat

Maturitas SPIP
	
	Nilai Maturitas SPIP
	
	· Level Kapabilitas APIP

	
	
	
	
	
	
	
	· 


Selanjutnya penjelasan secara rinci, disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana terlampir.

	TABEL T-C.25

	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

	NO
	TUJUAN / SASARAN
	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN

	
	
	
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Penyelenggaraan  SPIP
	Nilai Maturitas SPIP
	Level III (3,0375)
	Level III (3,050)
	Level III (3,1000)
	Level III (3,1500)
	Level III (3,2000)
	Level III (3,2500)

	
	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting
	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP
	6,37
	6,5
	6,7
	7
	7,2
	7,5

	 
	
	Level Kapabilitas APIP


	III
	III
	III
	III
	III
	III


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan misi 3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat” dan tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, maka dirumuskan strategi Pendampingan Implementasi SAKIP dan Implementasi elemen-elemen peningkatan kapabilitas APIP, yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan, yaitu :
1. Memperbanyak kegiatan consulting

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal dituntut banyak melakukan peran consulting  seperti pendampingan SAKIP, pendampingan reviu laporan keuangan, permintaan pendapat atas permasalahan serta jasa peningkatan kompentensi pegawai. Dengan semakin meningkatnya kegiatan consulting, dapat lebih meningkatkan peran Inspektoratsesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.Selama masa pandemi Covid-19 kegiatan Consulting dapat dilakukan secara virtual lewat aplikasi.
2. Mengurangi audit kepatuhan dan memperbanyak audit kinerja
Audit kinerja dinilai mempunyai manfaat yang lebih dari pada audit kepatuhan, karena ia dapat menguji tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sifatnya kualitatif dan sangat analitis dengan menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja. Audit dilakukan mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang dan akan datang. Audit dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat.

3. Meningkatkan kompetensi APIP;
Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (ability to perform), Inspektorat menyediakan diklat-diklat (online dan offline) JFA dan diklat teknis substansi yang didukung dengan modul diklat e-learning bagaimana melakukan: compliance auditing; performance audit/value for money audit, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif); serta pemberian layanan practice advisory untuk perbaikan governance process, risk, kontrol organisasi. Termasuk pola penyediaan diklat teknis peningkatan kapabilitas bagi seluruh APIP.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan
Dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat melaksanakan visi dan misi Bupati terpilih, perlu ditunjang dengan saran dan prasarana pengawasan. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sumenep bertanggung jawab membina serta mengawal OPD dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga prestasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai nilai yang memuaskan.
5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk juga Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mempunyai Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Road Map Pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam hal ini berperan sebagai leading sector Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana diharapkan dari tahun ke tahun indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep terus meningkat.

6. Pemantauanterhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan temuan APIP harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus sehingga hasil pemeriksaan BPK maupun temuan APIP dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi organisasi. Pemantauan tindak lanjut melalui gelar pengawasan daerah perlu dilakukan.
7. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang berimplikasi dalam kebijakan, program, kegiatan dengan penganggaran berbasis kinerja.
Tabel 5.1
	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

	
	
	
	

	VISI
	: Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera

	MISI 3
	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP
	Pendampingan Implementasi SAKIP
	· Memperbanyak kegiatan pendampingan SAKIP OPD

	
	
	
	· Melakukan pra evaluasi internal SAKIP

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP
	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting
	Implementasi elemen-elemen peningkatan kapabilitas APIP
	· memperbanyak kegiatan consulting

	 
	 
	 
	· mengurangi audit kepatuhan dan memperbanyak audit kinerja

	 
	 
	 
	· meningkatkan kompetensi APIP

	 
	 
	 
	· meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan


	TABEL T-C.28

	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  RPJMD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NO
	INDIKATOR
	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP
	6,13
	6,37
	6,5
	6,7
	7
	7,2
	7,5
	7,5

	2
	Nilai Maturitas SPIP
	Level III (3,0375)
	Level III (3,0375)
	Level III (3,050)
	Level III (3,1000)
	Level III (3,1500)
	Level III (3,2000)
	Level III (3,2500)
	Level III (3,2500)

	3
	Level Kapabilitas APIP
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Program dan Kegiatan
Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Sumenep yang pelaksanaannya melalui strategi dan kebijakan, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan melalui penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

3. Program Perumusan Kebijakaan, Pendampingan dan Asistensi

6.2 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dari program kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tentunya adalah Pegawai ASN terutama Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, serta dari elemen masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, praktisi akademis, dll.

6.3 Pendanaan Indikatif
Sebagaimana upaya mewujudkan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel TC-27 sebagai berikut:

TC 27
Keterangan:
	NO
	PROGRAM
	INDIKATOR PROGRAM
	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

	1.
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat 

Daerah Tahun (n)

------------------------------------------------------------------ X 100

Jumlah Penunjang Perangkat Daerah Tahun (n)

	2.
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan
	Jumlah TL Rekomendasi per Tahun
------------------------------------------------------------------------- X 100

Jumlah Keseluruhan Rekomendasi per Tahun

	3.
	Program Perumusan Kebijakaan, Pendampingan dan Asistensi
	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi
	Jumlah perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan Tahun (n)

------------------------------------------------------------------------- X 100

Jumlah perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi Tahun (n)


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026, maka Pembangunan Kabupaten Sumenep 2021 – 2026 berangkat dari landasan visi “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, maka terdapat beberapa misi pembangunan Kabupaten Sumenep  2021 – 2026, yang diantaranya misi yang terkait dengan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah misi ke-3 (tiga) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat” misi tersebut bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep 2021 – 2026 tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Sumenep menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep  yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	NO
	Indikator
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

	
	
	Tahun 0
	Tahun 1
	Tahun 2
	Tahun 3
	Tahun 4
	Tahun 5
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP
	6,37
	6,5
	6,7
	7
	7,2
	7,5
	7,5

	2
	Nilai Maturitas SPIP
	Level III (3,0375)
	Level III (3,050)
	Level III (3,1000)
	Level III (3,1500)
	Level III (3,2000)
	Level III (3,2500)
	Level III (3,2500)

	3
	Level Kapabilitas APIP
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III
	Level III


BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) InspektoratKabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi InspektoratKabupaten Sumenep serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) InspektoratKabupaten Sumenep yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis InspektoratKabupaten Sumenep. 

Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sumenep ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur InspektoratKabupaten Sumenep, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Rencana Strategis (RENSTRA) ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pihak terkait/stakeholders. 

Dalam hal peraturan Bupati Sumenep tentang struktur organisasi perangkat daerah belum ditetapkan, maka Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang organisasi perangkat daerah menjadi salah satu dasar penyusunan rencana strategis.

Untuk itu, Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan, apabila peraturan Bupati Sumenep tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebelum penetapan peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana strategis Perangkat Daerah
Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.
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